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Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Informasi merupakan salah satu kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan
pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan
nasional. Hak untuk memperoleh informasi merupakan salah satu hak asasi manusia,
sehingga pemerintah memandang perlu untuk membuka akses informasi kepada
masyarakat agar mendapatkan informasi yang resmi dan lengkap mengenai jalannya
roda pemerintahan dengan berbagai saluran informasi. Hal tersebut telah sejalan
dengan Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh
informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak
untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan
menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pemenuhan hak dasar masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai
pelaksanaan pemerintahan telah diatur pemerintah melalui Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Keterbukaan
informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang
menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara
yang baik.

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi
Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Lingkup
Badan Publik dalam UU KIP meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta
penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan
mencakup pula organisasi nonpemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang
tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta
organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau
seluruhnya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar
negeri.

Sesuai dengan yang diamanatkan dalam pasal 13 UU KIP setiap Badan Publik
menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan membuat dan
mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan
wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku
secara nasional. Hal ini merupakan langkah awal berkerjanya PPID sesuai dengan
tugas dan tanggung jawabnya untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan
sederhana setiap Badan Publik.

Menteri Keuangan telah berkomitmen penuh untuk mengimplementasikan

keterbukaan informasi publik dan dengan adanya perubahan standar layanan
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informasi publik dan untuk mengoptimalkan layanan informasi publik di lingkungan
Kementerian Keuangan dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik PPID di lingkungan
Kementerian Keuangan (PMK 110/2022) yang mengatur tentang pedoman
pelaksanaan layanan informasi publik dan pembagian tugas dan wewenang dalam
pelaksanaan pengelolaan informasi publik di lingkup Kementerian Keuangan
menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.01/2019 tentang
Pedoman Layanan Informasi Publik oleh PPID Kementerian Keuangan dan Perangkat
PPID Kementerian Keuangan. Selain itu, untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan
informasi publik di Kementerian Keuangan juga ditunjuk PPID di lingkungan
Kementerian Keuangan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor
351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di
Lingkungan Kementerian Keuangan (KMK 351/2022) yang merupakan pengganti
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 879/KMK.01/2019.
Direktorat Jenderal Pajak sebagai salah satu unit eselon | di lingkungan Kementerian
Keuangan yang memiliki kantor vertikal di seluruh Indonesia sesuai amanat dalam
PMK 110/2022 dan KMK 351/2022 dalam pelaksanaan pengelolaan layanan informasi
publik PPID memiliki struktur sebagai berikut:
a. Direktur Jenderal Pajak selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Pelaksana Direktorat Jenderal Pajak;
b. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) selaku
PPID Tingkat | Direktorat Jenderal Pajak;
para Kepala Kanwil DJP selaku PPID Tingkat Il Direktorat Jenderal Pajak; dan
d. para Kepala Kantor Pelayanan Pajak selaku PPID Tingkat Il Direktorat Jenderal
Pajak.
Adapun, untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pelaksanaan layanan informasi

publik dan memudahkan koordinasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak maka

Struktur PPID Pelaksana Direktorat Jenderal Pajak
PPID Kementerian Atasan PPID
Keuangan Pelaksana DJP il
PPID Tingkat | DJP

PPID Tingkat Il DJP
PPID Tingkat Il DJP
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